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atau 40,49 persen dari produk domestik bruto.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pe-
meriksa Keuangan menilai po-
sisi utang dan beban bunga
utang pemerintah cukup berisi-
ko. Pemerintah diharapkan da-
pat mengerem laju utang dan
beban bunga sembari mening-
katkan penerimaan negara me-
lalui reformasi perpajakan.
Ketua Badan Pemeriksa Ke-

(dalam persen)
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tang Pemerintah

Posisi utang pemerintah per akhir Mei 2021 menecapai Rp 6.418,5 triliun

Tren Rasio "Debt Service to Revenue” Tahun 2010-2020

Batas Atas

donesia

uangan (BPK) Agung Firman
Sampurna, Kamis (24/6/2021),
mengatakan, laju pertumbuhan
utang dan beban bunga utang
pemerintah telah melampaui
pertumbuhan produk domestik
bruto (PDB) dan penerimaan
negara. ;

*Ini memunculkan kekhawa-
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tiran terhadap penurunan ke-
mampuan pemerintah dalam
membayar utang dan bunga
utang,” ujar Agung.

Sejumlah indikator menun-
jukkan tingginya risiko utang
dan beban bunga utang peme-
rintah.. Rasio pembayaran bu-
nga utang terhadap penerimaan
negara pada 2020 mencapai
1906 persen. Angka tersebut
melampaui rekomendasi Dana
Moneter Internasional (IMF)
yang sebesar 7-10 persen dan
standar International Debt Re-
lief (IDR) sebesar 4,6-6,8 per-
sern.
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Adapun rasio utang terhadap l
penerimaan negara pada 2020 )
mencapai 369 persen, jauh di rintah telah melakukan berba- = liun. beberapa pemerintah daerah
atas rekomendasi IMF yang se-  gai upaya untuk menekan be- masih ~ mensyaratkan  revisi
besar 90-150 persen dan stan- ban bunga utang, antara lain Belanja negara APBDes terkait dengan pera-
dar TDR sebesar 92-167 persen.  lewat pembagian beban'(burden ~ Terkait belanja negara dalam  turan wajib mengalokasikan 8
Selain itu, rasio pembayaran sharing) dengan Bank Indone- penanganan Covid-19, Wakil persen dana desa untuk pe-
utang pokok dan bunga utang - sia, konversi pinjaman luar ne=* Menteri Keunangan Suahasil Na- nanganan Covid-19,

Iuar negeri (debt service ratio)
terhadap penerimaan transaksi

berjalan pemerintah pada ta- .

hun 2020 mencapai 46,77 per-

| sen. Angka tersebut juga me-

lampaui rekomendasi IMF yang
sebesar 25-35 persen. Namun,
nilai tersebut masih dalam ren-
tang standar IDR yang sebesar
28-63 persen.

"BPK  merekomendasikan
agar pemerintah mengendali-
kan pembayaran cicilan utang
pokok dan bunga utang melalui
pengendalian utang secara ber-
hati-hati sembari. Ini dilakukan
sembari berupaya meningkat-
kan penerimaan negara melalui
reformasi ~ perpajakan,” kata
Agung. Rekomendasi BPK ter-
sebut tertuang dalam ‘Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Lapor-
an Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2020.

Menanggapi  rekomendasi
BPK, Staf Khusus Menteri Ke-
uangan Bidang Komunikasi
Strategis Yustinus Prastowo
mengatakan, pemerintah ber-
komitmen untuk menjaga pe-
ngelolaan utang dan pembia-
yaan APBN agar selalu dalam
kondisi aman.

Terkait debt service ratio ter-
hadap penerimaan transaksi
berjalan, Yustinus mengatakan,
hingga tahun 2019, pemerintah

" selalumenjaga rasio tersebut di

rentang bawah rekomendasi
IME. Sayangnya, saat pandemi
terjadi pada 2020, rasio ini me-
ningkat menjadi 39,39 persen.
Kenaikan serupa juga terjadi di
sejumlah negara, seperti Fili-
pina (48,9 persen), Thailand
(504 persen), China (61,7 per-
sen), Korea Selatan (484 per-
sen), dan Amerika Serikat (131,2
persen).

Yustinus mengatakan, peme-

geri dengan suku bunga men-
dekati nol persen, hingga pe-
nurunan imbal hasil surat ber-
harga negara (SBN) menjadi
5,85 persen. .

- Dengan berbagai strategi dan
respons  kebijakan tersebut,
Yustinus mengatakan, stabilitas
fiskal dan ekonomi relatif baik.
Terbukti, lembaga pemeringkat
kredit internasional mengapre-
siasi dan mempertahankan pe-
ringkat Indonesia. Padahal, 124
negara mengalami penurunan,
bahkan ada yang meminta
pengampunan utang.

"Pemerintah sependapat un-
tuk terus waspada. Kita meng-
ajak semua pihak bekerja sama
dalam mendukung pengelolaan
pembiayaan - negara agar ha-
ti-hati, kredibel, dan terukur.
Reformasi pajak untuk optima-
lisasi pendapatan negara juga
terus dilakukan agar kemam-
puan membayar utang juga ter-
jaga,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemente-
rian Keuangan, posisi utang pe-
merintah di akhir Mei 2021
mencapai Rp 6418,5 triliun atau
40,49 persen dari PDB. Utang
meningkat 22 persen diban-
dingkan dengan Mei 2020 yang
senilai Rp 5.258,57 triliun.

Utang pemermtah berasal
dari ltan SBN Rp
5l 580,02 - dan pinjaman
Rp 838,13 triliun. Utang dalam
bentuk SBN meliputi SBN do-
mestik Rp 4.353,56 triliun dan
SBN valuta asing Rp 112645
triliun. Sementara pinjaman
berasal dari dalam negeri Rp
12,32 triliun dan luar negeri Rp
828,51 triliun. Pinjaman dalam
negeri terdiri dari pinjaman bi-
lateral Rp 316,83 triliun, mul-.

tilateral Rp 465,562 triliun, dan |
bank komersial Rp 4346 i!:i- ,

zara memaparkan, hingga 18
Juni 2021, anggaran program
Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) 2021 untuk kluster ke-
sehatan telah terserap Rp 39,55
triliun atau 22,9 persen dari
pagu Rp 172,84 triliun.

"Ini menjadi sangat. penting

untuk menyiapkan pagu yang
cukup. Apalagi sekarang kita
menghadapi kenaikan kasus
Covid-19 sehingga ini bisa di-
gunakan untuk menangani dan
mengantisipasi: Covid-1 9” ka-
tanya.

Pagu tersebut disalurkan un-
tuk 12 pos program kesehatan
guna penanganan Covid-19,
yakni diagnostik, biaya klaim
perawatan, insentif dan santun-
an tenaga kesehatan, program
vaksinasi, penelitian dan ko-
munikasi, BNPB, bantuan iuran
JKN, belanja sarana-prasarana
dan alat kesehatan, insentif per-
pajakan kesehatan, cadangan
imunisasi reguler, realokasi
BOK vaksinasi, serta penangan-
an kesehatan di daerah.

Dari ke-12 pos program ter-
sebut, sejumlah program de-
ngan serapan anggaran rendah
patut disoroti. Hal itu di an-
taranya diagnostik yang baru
terserap 3,8 persen dari pagu,
program vaksinasi (15,9 persen
dari pagu), dan penanganan ke-
sehatan di daerah (52,5 persen
dari pagu).

Menurut Suahasil, realisasi
pengetesan  Covid-19 masih
rendah karena menggunakan
stok tes reagen PCR dan rapid
antigen yang ada di Kemen-
terian ‘Kesehatan, BNPB, dan
hibah dari Organisasi Kesehat-
an Dunia (WHO).

Sementara itu, realisasi pe-

"han,ganan Covid-19 di daerah

masih rendah. Ini disebabkan

"Diharapkan seluruh pihak
yang diberi kewenangan segera
merealisasikan anggaran yang
sudah dipercayakan. Ini pen-
ting mengingat angka penular
an Covid-19 kembali mening-
kat,” ujar Suahasil. (DIM)




